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Abstrak

Maraknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tidak terlepas dari tingkat
pemahaman masyarakat tentang kekayaan intelektual itu sendiri. Survei awal yang
dilakukan oleh Tim kerja menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman Pemerintah
Desa dan masyarakat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal inilah yang menjadi
fokus dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Adapun tujuan
dilaksanakannya pengabdian kepada Masyarakat di Desa Mausamang ini adalah:
Pertama, untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat di desa tentang apa itu
kekayaan intelektual, contoh-contoh kekayaan intelektual yang dimiliki Masyarakat
dan pentingnya melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Kedua,
mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang terdapat di Desa Mausamang,
ketiga membentuk kesadaran hukum Masyarakat untuk melindungi potensi yang
dimiliki melalui upaya pendaftaran. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah
metode penyuluhan dan tanya jawab serta diskusi kelompok. Kegiatan ini
memperoleh respons positif dari masyarakat serta pemerintah Desa Mausamang. Hal
tersebut tercermin melalui partisipasi aktif peserta, baik dalam sesi diskusi maupun
dalam proses klasifikasi produk yang berpotensi menjadi objek kekayaan intelektual.
Selanjutnya produk-produk tersebut dikelompokkan sesuai dengan rezim kekayaan
intelektual masing-masing. Akhir dari kegiatan ini peserta dan pemateri berkunjung
ke lokasi terdapatnya potensi kekayaan intelektual yakni Indikasi Geografis berupa
kepiting (dalam bahasa lokal disebut Aromsak) dengan berat diperkirakan satu hingga
dua kilo gram per satu ekornya dan kepiting ini hanya hidup di muara sungai yang ada
di Desa Mausamang. Selanjutnya adalah potensi indikasi geografis berupa hamparan
garam yang terbentuk secara alami di tepi pantai, yang oleh masyarakat setempat
menamainya “padang garam”.

Kata Kunci : kekayaan intelektual, masyarakat Desa Mausamang

Pendahuluan

Hak milik intelektual merupakan hasil dari aktivitas berpikir yang melibatkan
kemampuan kritis manusia, yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk dan
disampaikan kepada masyarakat. Ekspresi tersebut tidak hanya memberikan manfaat
sesaat dalam kehidupan manusia, tetapi lebih dari itu memiliki nilai ekonomi yang dapat
dimanfaatkan secara luas (Balik, 2024). Hak kekayaan intelektual telah menjadi salah satu
pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam konteks
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ekonomi berbasis pengetahuan. Di era globalisasi dan pasar bebas saat ini, negara-negara
dituntut untuk memperkuat sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual guna
menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. Arus globalisasi yang membawa
keterbukaan informasi dan perdagangan lintas batas wilayah tidak dapat dihindari, namun
dapat diimbangi melalui penguatan kebijakan, regulasi dan sistem penegakan hukum yang
menjamin perlindungan atas kekayaan intelektual. Sehingga Hak Kekayaan Intelektual
tidak hanya berperan sebagai perlindungan hukum atas karya intelektual, tetapi juga
sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah
global (Adawiyah, 2021). Adapun Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri atas beberapa
komponen yang mendasari perlindungannya yaitu meliputi : (Hasriyanti et al., 2025)

1. Hak, diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh
seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku;

2. Kekayaan, diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, dipindahkan , dibeli,
dijual, atau diwariskan. Kekayaan ini mencakup benda-benda berwujud maupun
tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, serta dapat digunakan dalam aktivitas
ekonomi; dan

3. Kekayaan intelektual, diartikan sebagai hak atau kepemilikan atas segala hasil
ciptaan atau produk yang lahir dari kecerdasan dan daya pikir manusia.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat
penting untuk dilakukan di Indonesia, mengingat negara ini memiliki potensi besar di
berbagai sektor, seperti industri kreatif, produk sumber daya alam yang merupakan
kekayaan lokal serta kekayaan alam yang melimpah. Potensi-potensi ini, apabila
dilindungi dengan baik melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual yang efektif, dapat
memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Perlindungan HKI yang tepat akan mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan
menciptakan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Globalisasi telah mempermudah arus informasi, komunikasi dan perdagangan antar
negara, sehingga memperluas jangkauan distribusi berbagai produk yang dilindungi oleh
Hak Kekayaan Intelektual. Karya seni, musik, film, perangkat lunak dan merek dagang kini
dapat dengan mudah melintasi batas geografis dan dinikmati oleh konsumen di berbagai
belahan dunia. Meskipun hal ini membuka peluang ekonomi yang besar bagi pemilik karya
intelektual, pada sisi yang lain kemudahan akses dan reproduksi digital juga meningkatkan
risiko pelanggaran hak, seperti pembajakan dan pemalsuan. Karena itu globalisasi tidak
hanya menuntut adaptasi teknologi dalam pendistribusian produk, tetapi juga penguatan
sistem hukum dan pengawasan lintas negara guna melindungi nilai ekonomi dari
kekayaan intelektual tersebut(Andika Putri, 2024).

Sebagai negara berkembang, Indonesia dituntut untuk mampu merespons dinamika
global secara adaptif dan strategis. Perubahan serta kecenderungan global yang dipicu
oleh perkembangan teknologi dan integrasi ekonomi dunia menuntut kesiapan dalam
berbagai sektor, termasuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Salah satu langkah
penting dalam menghadapi tantangan tersebut adalah membangun sistem perlindungan
hak kekayaan intelektual yang kuat dan berkelanjutan (Ismail Koto, 2023). Perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat krusial dalam mempercepat
pertumbuhan ekonomi global, yang pada gilirannya berdampak langsung pada
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peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, baik ditingkat
nasional maupun global, semakin bergantung pada pengembangan dan komersialisasi
kekayaan intelektual (KI) yang terus bertumbuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Di tengah kompetisi global, karya-karya intelektual anak bangsa diharapkan
tidak hanya mampu berkembang secara mandiri, tetapi juga dapat berharmonisasi dan
bersinergi dengan karya-karya bangsa lain (Sinaga, 2020).

Saat ini, isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi salah satu perhatian
utama di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari semakin maraknya persoalan saling klaim atas
kepemilikan karya intelektual. Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran
hukum serta sistem pencatatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam
negeri. Oleh karena itu peningkatan pemahaman masyarakat, pelaku usaha dan institusi
terkait pentingnya pendaftaran dan perlindungan HKI menjadi krusial guna mencegah
konflik di kemudian hari serta menjaga iklim inovasi yang sehat dan kompetitif.
Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya penting untuk melindungi
bisnis dan karya kreatif, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut
tidak melanggar hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan
pemahaman yang baik tentang HKI, pelaku usaha dapat menghindari risiko hukum yang
dapat timbul akibat pemakaian hasil karya dengan cara tidak sah (Bayani & Santoso, 2024).
Kesadaran akan hak kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam memberikan
perlindungan terhadap karya seseorang (Sylvia Purborini et al., 2025)

Adapun oleh Elinda Umisara dan kawan-kawan (Umisara et al, 2025) dalam
penelitiannya mengutarakan sejumlah manfaat strategis, baik dari segi hukum, ekonomi
maupun sosial dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

1. Hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap karya
atau inovasi sehingga mencegah pihak lain menggunakan, menjiplak atau
memperdagangkannya tanpa izin dari pemilik sahnya;

2. Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemiik atas karya atau
inovasi yang telah didaftarkan, termasuk hak untuk memperdagangkan,
melisensikan atau menjualnya kepada pihak ketiga;

3. Kepemilikan hak kekayaan intelektual juga menjadi bentuk pengakuan resmi
terhadap kreativitas dan inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi
serta kepercayaan publik terhadap individu atau institusi pemilik karya tersebut;

4. Dari sisi ekonomi, HKI membuka peluang keuntungan finansial melalui mekanisme
lisensi atau penjualan hak cipta kepada pihak lain; dan

5. Sistem HKI yang baik dapat menjadi insentif kuat bagi individu dan kelompok untuk
terus menciptakan karya baru, karena adanya jaminan perlindungan dan potensi
keuntungan yang mengikutinya.

Dalam upaya menghargai dan melindungi hasil karya intelektual, konsep hak kekayaan
intelektual dikembangkan dengan tujuan utama untuk memberikan pengakuan,
penghargaan serta perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh individu
maupun kelompok. Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan HKI berperan penting
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk
berbasis kreativitas dan pengetahuan, sekaligus memperluas peluang komersialisasi hasil
karya dalam pasar domestik maupun internasional (Fitika Andraini et al., 2024).
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Memahami HKI juga merupakan aspek yang esensial bagi semua pihak yang
berkeinginan untuk memanfaatkan dan mengembangkan kekayaan intelektual.
Pemahaman ini tidak hanya penting bagi pencipta atau inventor, tetapi juga bagi
Pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat umum, guna memastikan bahwa karya -karya
intelektual yang dimiliki dapat terlindungi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal
untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Sebagai bagian penting dalam penghargaan
terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra, pemahaman tentang
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dimiliki oleh setiap individu atau kelompok (Tri
Mulyani et al., 2025).

Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan potensi sumber daya
alam dan hasil kerajinan produk lokal yang memiliki karakteristik khas karena faktor alam
adalah Indikasi Geografis (IG). Indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal
suatu barang atau produk yang dihasilkan dari suatu daerah tertentu, yang dipengaruhi
oleh faktor alam, lingkungan (geografis), atau faktor manusia, atau kombinasi dari
keduanya. Faktor-faktor ini memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada
barang atau produk tersebut (Permata et al., 2024).

Perlindungan hukum kekayaan intelektual sebagaimana oleh Maria Alfons mempunyai
dua alasan : (Maria Alfons, 2020)

1. Perlindungan hukum diharapkan menjadi landasan teori dalam menganalisis,
memperbaharui dan mengembangkan sistem hukum guna memberikan
perlindungan terhadap produk-produk lokal yang merupakan produk masyarakat
lokal;

2. Perlindungan hukum juga dijadikan upaya yang bertujuan menjaga keaslian dan
keberlanjutan produk lokal, dan menjadikan hukum sebagai instrument strategis
untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan produk-produk
lokal yang memiliki potensi Indikasi geografis.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Mausamang,
kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Oktober
2024. Adapun peserta dalam kegiatan ini Adalah Pemerintah Desa, pihak sekolah (SD dan
SMP) serta masyarakat desa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan.

Informasi hasil survei awal tim kerja menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman
mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di kalangan Pemerintah
Desa yang ditemui pada saat itu. Meskipun Pemerintah Desa berperan sebagai pihak yang
terlibat langsung dengan Masyarakat, sebagian besar dari mereka tidak memiliki
pemahaman yang memadai tentang HKI dan perlindungannya. Hal ini tentunya berisiko
menghambat upaya perlindungan kekayaan intelektual yang seharusnya menjadi bagian
dari program pemerintah yang lebih luas. Jika melihat sejumlah program pemerintah yang
ada, perlindungan terhadap HKI merupakan hal yang sangat relevan dan perlu mendapat
perhatian lebih, terutama dalam upaya pengenalan dan edukasi di tingkat masyarakat,
termasuk di sekolah-sekolah. Berdasarkan temuan tersebut, tim kerja memutuskan untuk
memilih salah satu topik yang juga sangat penting untuk dikaji, yaitu “pengenalan hak
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kekayaan intelektual dan perlindungannya”, sebagai salah satu fokus kegiatan
pengabdian.
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Gambar 1. Lokasi Desa Mausamang (sumber : Google map)

Kegiatan pengabdian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa
Mausamang, perwakilan dari sekolah-sekolah setempat (SD dan SMP), serta Masyarakat
desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan yang meliputi
ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok. Pendekatan ini dipilih berdasarkan
kebutuhan materi yang telah disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang
ada di desa.

Gambar 2. Tim kerja sedang berdiskusi hasil survey
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Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur melalui pencatatan potensi kekayaan
intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Desa Mausamang. Potensi-potensi tersebut
kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan rezim/jenis kekayaan
intelektual yang ada. Hasil identifikasi ini dipresentasikan oleh masing-masing kelompok,
yang selanjutnya mendapat tanggapan dan komentar dari narasumber. Diskusi ini
bertujuan untuk menarik Kesimpulan mengenai potensi kekayaan intelektual yang
terdapat di Desa Mausamang, serta memberikan gambaran tentang langkah-langkah
perlindungannya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di aula kantor Desa
Mausamang dengan menggunakan metode penyuluhan yang di dalamnya terdapat
ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok. Kegiatan ini diawali dengan narasumber
menyampaikan materi terkait gambaran tentang Hak Kekayaan Intelektual dan
pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, diikuti dengan
sesi diskusi yang memungkinkan peserta untuk bertanya atau menyampaikan harapan-
harapan mereka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai apa itu kekayaan intelektual, mengapa kekayaan intelektual perlu
dilindungi, serta manfaat yang diperoleh dari perlindungan tersebut. Selain itu,
diharapkan masyarakat juga dapat mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual yang
dimiliki oleh desa mereka, sehingga dapat lebih memahami bagaimana cara melindungi
dan mengembangkan potensi tersebut.

Gambar 3. Penyampaian materi oleh nara sumber

Dengan pemahaman awal pada sesi ceramah dan tanya jawab, diharapkan peserta
kegiatan telah memiliki gambaran tentang potensi kekayaan intelektual yang ada di Desa
Mausamang. Oleh karena itu setelah sesi ceramah dan tanya jawab, Tim membagi peserta
kegiatan dalam dua kelompok yang tujuannya adalah memudahkan masing-masing
kelompok untuk mencatat sejumlah potensi yang dianggap sebagai kekayaan intelektual,
setelah itu mengidentifikasi dan mengelompokkannya ke dalam masing-masing rezim
kekayaan intelektual.
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Hasil kelompok dipresentasikan dan mendapat penjelasan tambahan dari narasumber,
diakhiri dengan menyimpulkan hasil diskusi yang benar-benar memenuhi syarat karya
kekayaan intelektual yang terdapat di Desa Mausamang.

Berdasarkan kesimpulan dari presentasi kelompok ditemukan bahwa terdapat dua
potensi kekayaan intelektual yang terdapat di Desa Mausamang yaitu berupa potensi
Indikasi Geografis kepiting dengan ukuran besar atau dalam Bahasa lokalnya dikenal
dengan nama “aromsak”. Dikategorikan sebagai potensi indikasi geografis yang penting
untuk dijaga dan dilindungi karena kepiting/aromsak ini memiliki berat diperkirakan 1,5
hingga 2 kilo gram per satu ekornya, memiliki daging yang tebal dan hanya bisa hidup dan
berkembang di rawa yang letaknya berada wilayah dusun 1 Desa Mausamang, yang unik
juga dari kepiting ini adalah tidak dapat dipindahkan ke tempat/Lokasi yang lain, jika
dipindahkan maka kepiting ini akan mengalami stres dan mati, keunikan yang lainnya
adalah tidak semua orang memiliki keahlian untuk menangkap kepiting ini, untuk
menangkapnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu (pawang aromsak).
Potensi Indikasi geografis yang kedua adalah berupa garam (dalam bentuk kristal) yang
terbentuk secara alami di batas garis pantai dan secara tradisional masyarakat setempat
mengonsumsi sebagai garam lokal. Tempat ini oleh Masyarakat setempat dinamakan
“padang garam”. Proses pembentukan garam ini dipengaruhi oleh kondisi alam setempat,
yang memberikan karakteristik khusus pada garam yang dihasilkan tersebut.

Gambar 4. Foto bersama peserta penyuluhan seusai kegiatan

Kesimpulan

Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan pemahaman yang sangat berarti bagi
Pemerintah Desa serta masyarakat Desa mengenai pentingnya kekayaan intelektual dan
perlindungannya. Melalui kegiatan penyuluhan ini, peserta kegiatan tidak hanya
memperoleh pengetahuan tentang jenis-jenis kekayaan intelektual, tetapi juga menyadari
betapa pentingnya melindungi karya-karya dan inovasi mereka. Dengan pemahaman
yang diperoleh, masyarakat menjadi lebih sadar akan potensi yang dimiliki serta risiko
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yang dapat timbul jika kekayaan intelektual tidak dilindungi dengan baik. Selain itu,
pengetahuan ini juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan hak atas
kekayaan intelektual oleh pihak yang tidak berhak, termasuk juga dalam kalangan
masyarakat itu sendiri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran hukum, sehingga
masyarakat tidak hanya melindungi hak mereka, tetapi juga menghormati Hak Kekayaan
Intelektual orang lain.
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